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Fitri Nuur Rohmi 
ABSTRAK

Fitri Nuur Rohmi, 2025. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023. Dibimbing oleh Bapak Aspyan Noor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan periode 2021-2023. Menggunakan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan spss 23 dengan metode purposive sampling untuk menentukan sampel, terdapat 14 sampel penelitian dengan total 42 pengamatan dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan Corporate Social Responsibility tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.  
Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Penghindaran Pajak. 
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Fitri Nuur Rohmi, 2025. The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021-2023 Period. Supervised by Mr. Aspyan Noor. This study aims to determine the effect of Institutional Ownership, Sales Growth, and Corporate Social Responsibility Disclosure on Tax Avoidance in mining companies for the 2021-2023 period. Using secondary data, the data analysis technique used is multiple regression analysis using SPSS 23 with a purposive sampling method to determine the sample, there are 14 research samples with a total of 42 observations from mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The hypothesis uses descriptive statistics, classical assumption tests and multiple linear regression. Institutional Ownership has a significant negative effect on tax avoidance, sales growth has a significant positive effect on tax avoidance and Corporate Social Responsibility has no effect on Tax Avoidance. 
Keywords: Institutional Ownership, Sales Growth, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.
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1.1 [bookmark: _Toc101943051]Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bila dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang ada di Indonesia, lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak sehingga pajak dijadikan sebagai penompang pendapatan nasional, oleh karena itu pajak diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan negara. Sebagai pendapatan negara terbesar, pajak memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Sesuai yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak. 
Pemungutan pajak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III pada Pasal 23 A, yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa demi keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut UU No.28 Tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Dalam memulihkan ekonomi pemerintah Indonesia selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajaknya dari tahun ke tahun, salah satunya dengan cara memberikan fasilitas perpajakan melalui penurunan tarif pajak badan yang ditetapkan pemerintah. Sebelumnya hal tersebut diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a yang berisi besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan adalah sebesar 25% berlaku pada tahun pajak 2010. Kemudian pemerintah melakukan penurunan tarif pajak badan yang disebutkan dalam UU No.7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) bagian b tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan menjadi 22%. 
Pada kenyataannya, pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan karena terdapat perbedaan sudut pandang antara pelaksana wajib pajak dan pemungut pajak. Dari sudut pandang pemerintah sebagai pemungut pajak, pajak merupakan sumber pendapatan negara sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak terus meningkat di setiap tahunnya. Sedangkan sebagian besar dari pelaksana wajib pajak khususnya perusahaan, berusaha seminimal mungkin dalam membayar pajak karena mereka beranggapan dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, dalam hal ini pajak merupakan salah satu faktor sebagai pengurang pendapatan (Chen et al., 2010). Perbedaan kepentingan serta sudut pandang tersebut yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dengan meminimalkan beban pajak. 
Menurut Darmawan & Sukartha (2014)  penghindaran pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan, selagi tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini merupakan persoalan yang bisa dibilang rumit dan unik, disatu sisi penghindaran pajak merupakan hal yang diperbolehkan karena tindakan tersebut bersifat legal namun tidak diinginkan oleh pihak pemerintah karena akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara. Menurut Mangoting (1999) pelaku tindakan penghindaran pajak hanya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan, sehingga kurangnya perundang-undangan perpajakan dapat memberikan peluang bagi perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. 
Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan tax planning, di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi kewajiban pajak itu sendiri. Penghindaran pajak dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pajak secara legal (tax avoidance) dan penghindaran pajak secara ilegal (tax evasion). Tax avoidance adalah salah satu cara yang paling sering digunakan dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan suatu negara. Banyak perusahaan yang cenderung memanfaatkan celah-celah (loopholes) atau kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri agar beban pajak perusahaan menjadi seminimal mungkin dan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil namum melalui tindakan yang legal. Besarnya tax avoidance dapat dilihat dari perbandingan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum (Dyreng et al., 2010). 
Contoh kasus penghindaran pajak pada sektor pertambangan yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk (ADRO). Adaro diduga memanfaatkan celah hukum perpajakan internasional yang legal secara teknik, namun mengaburkan kewajiban pajak di Indonesia untuk meminimalkan beban pajak. Dengan mengalihkan keuntungan dari batu bara yang di tambang di Indonesia dan menjual ke anak perusahaannya di Singapura Coaltrade Services Internasional, dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah. Hal ini untuk mengakibatkan pajak yang diterima sebesar US$ 125 juta lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya dibayarkan ke pemerintahan Indonesia. 
Fenomena diatas dapat dikatakan sebagai salah satu bukti bahwa PT. Adaro memanfaatkan celah perencanaan pajak (tax planning) dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Service International dengan harga yang lebih murah, kemudian batu bara tersebut dijual kembali ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Secara hukum belum ada putusan mengenai pengadilan atau pernyataan resmi pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Adaro melakukan pelanggaran hukum pajak. Namun, praktik tersebut termasuk dalam penghindaran pajak, yaitu menggunakan celah hukum untuk meminimalkan beban pajak. 
Kasus diatas merupakan salah satu bukti masih banyak tindakan penghindaran pajak di Indonesia terutama pada perusahaan pertambangan. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi negara dalam penerimaan pendapatan negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut, hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan serta corporate social responsibility. Faktor pertama, yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah, perusahaan asuransi, dan investor luar negeri atau bank (Dewi & Jati, 2014). 
Menurut Moeljono (2020) kepemilikan institusional diduga menjadi salah satu faktor penghindaran pajak karena mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Namun sebaliknya kepemilikan institusional juga bisa menjadi pengawas internal perusahaan dalam praktek penghindaran pajak dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Struktur kepemilikan akan mempengaruhi tindakan manajemen dalam menerapkan berbagai strategi untuk memuaskan para pemilik saham perusahaan, karena pihak manajemen akan melakukan berbagai cara agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang besar, namun hal tersebut dihalangi oleh hadirnya pajak yang menjadi beban pengurang pendapatan perusahaan, praktik penghindaran pajak merupakan salah satu jalan yang dapat dipilih oleh pihak manajemen untuk mengatasi konflik permasalahan tersebut. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariawan & Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Muid (2019), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tax avoidance. 
Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan besaran volume dari peningkatan laba pada penjualan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan karena pertumbuhan penjualan sangatlah penting bagi perusahaan, perusahaan pastinya akan semaksimal mungkin dalam meningkatkan penjualannya dari periode sekarang ke periode selanjutnya. Besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dapat diprediksi dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan kenaikan atau penurunan jumlah penjualan dari tahun ke tahun. 
Dengan adanya peningkatan penjualan maka laba yang dihasilkan akan semakin tinggi, laba yang semakin tinggi akan mempengaruhi beban pajak yang dibayar perusahaan, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dipungut. Sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak dengan meminimalisir beban pajaknya (Mahdiana & Amin, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al., (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan (2016), Purwanti & Sugiyarti (2017), (Hidayat, 2018) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Astari et al., (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 
Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan dituntut untuk dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada stakeholder, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau juga sering disebut CSR. CSR merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja serta masyarakat pada umumnya (Lanis & Richardson, 2012). Tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR yang sesuai dengan konsep dan filosofi ideologis yang sebenarnya. Tidak sedikit perusahaan yang malah terjebak dalam penyimpangan CSR, pelaksanaannya justru mengarah pada tindakan corporate social irresponsibility. Jadi CSR digunakan untuk menyogok masyarakat agar menerima keberadaan perusahaan tersebut (Denny & Dien, 2022).
Hubungan CSR dengan tax avoidance dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian, jika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak maka perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab sosial, sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh keputusan melakukan aktivitas CSR. 
Dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al., (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa CSR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor kinerja CSR yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki & Darsono (2015). 
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat ketidak konsistenan pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti akan menguji kembali mengenai pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility, terhadap tindakan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan studi kasus perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022. Pengambilan suatu objek penelitian didasari dengan fenomena tindakan penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, serta perusahaan sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan Periode 2021-2022)”.
1.2 [bookmark: _Toc101943052]Rumusan Masalah
[bookmark: _Toc101942034][bookmark: _Toc101943053]Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian yang dapat di ambil adalah sebagai berikut : 
1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak ? 
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh negative signifikan terhadap praktik penghindaran pajak ?
3. Apakah corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak ? 
1.3 [bookmark: _Toc101943054]Tujuan Penelitian 
[bookmark: _Toc101942036][bookmark: _Toc101943055]Berdasarkan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kepemilikan instusional terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. 
1.4 [bookmark: _Toc101943056]Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk dapar memberikan manfaat tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan serta corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Serta dapat memberikan manfaat tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan  investor. 
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BAB II
[bookmark: _Toc101943059][bookmark: _Toc101942040][bookmark: _Toc100672889]KAJIAN PUSTAKA
2.1 [bookmark: _Toc101943060]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _Toc101943061]Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut Jensen & Meckling (1976) konsep teori keagenan atau agency theory adalah sebuah kontrak atau hubungan yang terdiri atas principal dan agent. Hubungan teori ini menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat kumpulan kontrak sumber daya (principal) dan manajer (agent) yang mengurus pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan ini menjelaskan adanya pemisahan tugas antara pengendalian dipihak manajemen dan kepemilikan yang dipegang investor. Principal tersebut adalah pihak pemegang saham yang ada di dalam perusahaan, sedangkan agent adalah pihak manajemen dalam perusahaan yang ditunjuk oleh pihak pemegang saham. 
Latar belakang adanya masalah agensi adalah dengan terjadinya konflik kepentingan dalam perusahaan antara principal dan agent. Dimana manajer sebagai agent bertanggung jawab dalam mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun di sisi lain manajer juga memiliki tujuan untuk mensejahterakan mereka sehingga sering kali terjadi kemungkinan manajer bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Masalah ini biasa disebut dengan agency problem atau masalah agensi (Jamaluddin & Anwar, 2023).
Terjadinya ketidakseimbangan luasnya informasi antara agent dan principal diduga menjadi dari masalah agensi. Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Artinya pihak manajemen sebagai agent lebih memahami kondisi dan keadaan sebenarnya dalam perusahaan tersebut dibandingkan dengan principal. Akibatnya, terkadang pihak manajemen melakukan tindakan-tindakan tertentu demi memuaskan kepentingannya sendiri yang luput diketahui pihak principal. Salah satunya adalah kekhawatiran pihak pemegang saham dalam tindakan penghindaran pajak yang dilakukan pihak manajemen. Hal inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent atau keadaan tersebut dikenal sebagai asymmetric information (N.Anthony & Govindarajan, 2011).  
Terkait dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini, masalah agensi dapat terjadi antara fiskus dan manajemen perusahaan. Masalah agensi ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara fiskus selaku pemungut pajak dan pihak manajemen perusahaan selaku pembayar pajak. Manajemen sebagai agent yang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan dan berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan peluang- peluang yang ada dengan melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin melalui penghindaran pajak dengan tujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan seminimal mungkin, sementara fiskus sebagai principal menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Disamping itu, dengan memiliki informasi yang lebih luas pihak manajemen bisa mengetahui pertumbuhan penjualan perusahaan. Dari pertumbuhan penjualan inilah manajer dapat mengetahui profit atau laba yang akan diperoleh nantinya oleh perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat pastinya akan menghasilkan laba yang tinggi namun semakin tinggi laba yang didapatkan semakin besar pula beban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dapat mendorong pihak manajemen dalam melalukan tindakan penghindaran pajak karena beban pajak yang dibayarkan. 
2.1.2 [bookmark: _Toc101943062]Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Menurut Dowling & Pfeffer (1975) teori legitimasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang terdapat pada kegiatan organisasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan sosial dimana organisasi tersebut merupakan bagian dalam lingkungan sosial. Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Teori ini menyatakan bahwa sebuah organisasi harus berusaha meyakakinkan masyarakat sekitar bahwa mereka melakukan kegiatan operasioanl sesuai dengan batasan dan norma-norma sosial yang ada. Perusahaan dianggap telah mendapat legitimate (sah) atau legitimasi dari masyarakat sekitar apabila perusahaan tersebut dapat meyakinkan masyarakat mengenai kegiatan operasi perusahaan. 
Chariri & Ghozali (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Keberlangsungan hidup sebuah perusahaan juga bergantung terhadap hubungan antar perusahaan dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, legitimasi bermanfaat untuk mendukung atas keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Sesuai dengan konsep going concern, sebuah perusahaan pasti menginginkan usahanya dapat berjalan dalam jangka panjang dan tidak terbatas. Oleh sebab itu, untuk memenuhi konsep going concern dalam teori legitimasi, perusahaan dianjurkan untuk meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sekitar, kelompok masyarakat maupun pemerintah.
Salah satu memperoleh pengakuan perusahaan yang baik dimata masyarakat adalah dengan melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Demi meraih citra yang baik perusahaan berusaha menunjukkan aktivitas CSR dengan mengungkapkan aktivitas CSR dalam laporan tahunannya. Perusahaan berharap dengan semakin banyak aktivitas CSR yang dilakukan maka dapat memperoleh legitimasi atau pengakuan di lingkungan sosial masyarakat. Dalam hal ini, semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan maka akan semakin banyak aktivitas CSR atau usaha pertanggung jawaban sosial di lingkungan masyarakat akibat aktivitas operasionalnya. Tingginya tanggung jawab perusaahn juga dapat dicerimkan dalam kepatuhan perusahaan dalam urusan perpajakan dan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Keterkaitan antara CSR dan tax avoidance inilah yang melatarbelakangi teori legitimasi. 

2.2 [bookmark: _Toc101943063]Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana metode-metode yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) atau celah-celah (loopholes) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang nantinya akan memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. 
Penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal dan dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Meskipun penghindaran pajak bersifat legal atau diperbolehkan, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax ratio). Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali Produk Domestik Bruto (PDB) dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).
Jacob (2014) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak secara hati hati dengan mengatur sedemikian rupa dalam mengambil keuntungan dari celah-celah ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan obyek pajak. Sedangkan Annisa & Kurniasih (2012) mendefinisikan penghindaran pajak merupakan suatu strategi pajak yang agresif dalam meminimalkan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga tindakan ini mungkin memunculkan resiko bagi suatu perusahaan. Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak adalah rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai perpajakan (lawful). 
Setelah diuraikan beberapa definisi dari penghindaran pajak diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasikan beban pajaknya dengan tidak melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan utama dari penghindaran pajak ini adalah membuat beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah karena bagi perusahaan pembayaran pajak dianggap sebagai suatu tambahan biaya atau pemberian kekayaan dari perusahaan kepada pihak pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.
2.3 [bookmark: _Toc101943064]Kepemilikan Institusional
Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak institusi. Institusi tersebut diantaranya berupa institusi pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, institusi keuangan serta institusi lainnya.  Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang atau otoritas dalam melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab dalam perusahaan yaitu dengan mamastikan pihak manajemen dalam membuat keputusan yang tepat demi memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham perusahaan. Maka dari itu keberadaan kepemilikan institusional berperan penting karena berfungsi memonitor atau mengawasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen agar kepatuhan dan kinerja manajemen terus meningkat. Semakin besar kepemilikan institusional keuangan maka akan semakin besar pula potensi mentaati peraturan perpajakan karena pengaruh dorongan yang diberikan. 
Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan keadaan dimana investor institusional atau lembaga eksternal turut memiliki saham dalam suatu perusahaan, dengan kepemilikan saham yang mayoritas dimiliki oleh investor, diharapkan nantinya dapat membantu dalam mewujudkan mekanisme pengawasan yang baik terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Kurangnya pengawasan yang baik dari kepentingan institusional dapat menyebabkan konflik kepentingan antar manajemen, sehingga dapat menimbulkan masalah keagenan yang nantinya memberikan peluang terjadinya penghindaran pajak (Azhar, 2017).
2.4 [bookmark: _Toc101943065]Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)
Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan dari investasi pada periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Setiap perusahaan memiliki tujuan salah satunya yaitu mendapatkan laba semaksimal mungkin, oleh karena itu cara yang paling mendasar adalah dengan meningkatkan hasil dari penjualan. Menurut Brigham & Houston (2001), perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman dalam memperoleh banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 
Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan penjualan yang terjadi dari tahun ke tahun. Menurut  Dewinta & Setiawan (2016) pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang. Penelitian Swastha (2012) mengemukakan bahwa pertumbuhan atas penjualan merupakan indikator yang penting dari penerimaan pasar dari produk dan atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.
2.5 [bookmark: _Toc101943066]Corporate Social Responsibility (CSR)
Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya karena semua pelaksanaan sudah diatur dalam undang-undang. 
Lanis & Richardson (2012) mengatakan bahwa CSR dianggap sebagai sarana yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat luas untuk mempengaruhi presepsi. Menurut Hoi et al., (2013) CSR merupakan keyakinan mengenai tindakan-tindakan perusahaan yang dianggap benar dengan mempertimbangkan berbagai masalah, tidak hanya masalah ekonomi saja melainkan juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eksternalitas lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan salah satu faktor penting dari kunci keberhasilan dan kelangsungan hidup bagi suatu perusahaan, karena pada dasarnya dalam menjalankan perusahaan tidak hanya memperhatikan catatan keuangannya saja melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya yaitu menganai sosial dan lingkungannya (Rahmawati et al., 2016).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggunng Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL); (2) TJSL merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran; (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”. Perusahaan diwajibkan melakukan CSR apabila perusahaan tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam, hal ini dilakukan agar perusahaan tetap mendapatkan dukungan atas keberlangsungan hidup perusahaan dari para masyarakat dan stakeholder lainnya. 
Seperti yang diketahui bahwa aktivitas CSR tidak hanya berkaitan dengan masyarakat saja melainkan juga berkaitan dengan pemerintah sebagai stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus melakukan tanggung jawab social kepada pemerintah seperti memperhatikan kepentingan pemerintah, salah satu tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah adalah dengan cara perusahaan taat membayar pajak dan menghindari tindakan tax avoidance yang dapat merugikan negara.
2.6 [bookmark: _Toc101943067]Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Toc101942049][bookmark: _Toc101943068]Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi yang relevan dengan penelitian ini guna untuk mendukung serta memperkuat latar belakang. Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penghindaran pajak disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc101942050][bookmark: _Toc101943069]Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Zainuddinn & Anfas (2021) 
	“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent: 
Leverage, Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity
	Capital Intensity berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  






Tabel 2.1 Sambungan 
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Noviyani & Muid (2019)
	“Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Asset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Asset Tetap, Kepemilikan Institusional.
	Leverage dan Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.  Return On Assets dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

	Astari et al., (2019)
	“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance 
Independent:
Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan
	Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan  tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. 

	Hidayat (2018)
	“Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan. 
	Profitabilitas dan  Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. 

	Purwanti & Sugiyarti (2017)
	“Pengaruh Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance 
Independent:
Intensitas Asset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik.
	Intensitas Asset Tetap berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance.Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Koneksi Politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.






Tabel 2.1 Sambungan 
	Peneliti
(Tahun)
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	Lionita & Kusbandiyah (2017)
	“Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI”
	Dependent:
Penghindaran Pajak
Independent:
Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen. 
	Corporate Social Responsibility dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Profitabilitas dan Komisaris Independen berpengaruh  signifikan terhadap Penghindaran Pajak. 

	Ariawan & Setiawan (2017)
	“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent: 
Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage.
	Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Kepemilikan Institusional dan Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. 

	Rahmawati et al., (2016)
	“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”
	Dependent: 
Tax Avoidance
Independent:
Corporate Social Responsibility, Manajerial Ownership, Institusional
Ownership, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit.
	Corporate Social Responsibility dan Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance.  Manajerial Ownership dan Institusional
Ownership memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance. Komite Audit dan Kualitas Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.

	Muzakki & Darsono (2015)
	“Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak”
	Dependent: 
Penghindaran Pajak 
Independent:
Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity.
	Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak.


Sumber: Data diolah (2025)

2.7 [bookmark: _Toc101943070]Kerangka Konseptual 
[bookmark: _Toc101942052][bookmark: _Toc101943071]Pajak secara umum merupakan suatu pungutan langsung yang didasarkan pada UU pemerintah, sebagian hasil dari penerimaan pajak dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik. Oleh karena itu, pihak pemerintah terus berupaya agar pendapatan penerimaan pajak dapat terus meningkat mencapai target yang telah ditentukan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi (Lanis & Richardson, 2012).
[bookmark: _Toc101942053][bookmark: _Toc101943072]Dari sisi fiskus, pajak merupakan pendapatan yang secara potensial dapat mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari sisi perusahaan pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan karena dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kedua sisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan kepentingan dan menyebabkan asimetri informasi antara fiskus dan perusahaan dimana fiskus sebagai principal yang menginginkan penerimaan pajaknya besar, sedangkan perusahaan sebagai agent menginginkan pembayaran pajaknya seminim mungkin.  Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada perusahaan dalam melakukan upaya penghindaran pajak (Dini & Andi, 2020)
Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka dapat mengawasi dan memastikan pihak manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan dalam pembayaran pajak dan meminimalkan manajer bertindak agresif terhadap pajak, sehingga tindakan manajer dalam hal penghindaran pajak juga dapat diminimalisir (Sagita, 2021).
Di samping itu, manajer memiliki informasi mengenai pertumbuhan penjualan perusahaan yang dapat memberikan gambaran pada pihak manajemen mengenai besarnya penjualan yang didapatkan perusahaan. Pertumbuhan pada penjualan menyebabkan meningkatnya laba yang didapat perusaha. Dalam menyikapi hal ini, terdapat kemungkinan manajer dalam melakukan penghindaran pajak dengan meminimalkan beban pajaknya (Banu & Fitriya, 2025).
Penelitian ini juga menggunakan teori legitimasi yang menggambarkan hubungan CSR dengan penghindaran pajak. Teori legitimasi menjelaskan bahwa dalam keberlangsungan hidup perusahaan membutuhkan legitimasi atau pengakuan dari lingkungan dan masyarakat. CSR memiliki peran yang sama dengan pajak, yaitu sama-sama berkontribusi dan merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah dengan cara memenuhi pembayaran pajaknya sesuai dengan kewajiban melalui pemerintah. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas CSR termasuk dalama beban yang menjadi pengurang penghasilan sebelum pajak (deductible expense). Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas CSR akan mengurangi laba perusahaan yang mana akan menyebabkan kecilnya besaran pajak yang dibayarkan. 
[bookmark: _Toc101942055][bookmark: _Toc101943074]Berdasarkan penjelasan diatas, dibuatlah gambaran mengenai penelitian ini dalam kerangka konsep sebagai berikut: 
Teori Agensi
Teori Legitimasi

Corporate Social Responsibility

Agency
Principal


Kepemilikan Institusional
Pertumbuhan Penjualan


Penghindaran Pajak


Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data diolah, (2025)
2.8 Pengembangan Hipotesis
2.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak 
Berdasarkan teori keagenan Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antara pihak principal dan agent dapat menimbulkan masalah agensi maupun asimetri informasi, karena itu untuk meminimalisir permasalahan ini dan untuk mengantisipasinya diperlukan adanya mekanisme pengawasan pihak luar, salah satunya melalui kepemilikan institusional.  
Keberadaan institusi ini menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen menjadi tinggi karena pihak institusi mengawasi secara profesional atas perkembangan investasinya sehingga mengurangi tindakan agresif yang dilakukan perusahaan dan potensi terjadinya tindakan penghindaran pajak dapat ditekankan (Cahyono et al., 2016). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Noviyani & Muid (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen sehingga meminimalisir masalah keagenan dan peluang terjadinya tindakan penghindaran pajak menjadi rendah. Selain itu kepemilikan institusional juga memainkan peran penting dalam memonitor atau mengawasi setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak manajemen serta mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Dengan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: 
H1 :	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 
2.8.2 [bookmark: _Toc101943077]Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak 
Pertumbuhan penjualan menunjukkan besarnya jumlah laba yang dihasilkan dari peningkatan penjualan. Pegukuran penjualan ini dapat menggambarkan seberapa besar profit yang akan diperoleh perusahaan dari besarnya pertumbuhan penjualan.  Teori keagenan dapat dikaitkan dengan pertumbuhan penjualan karena teori ini memiliki tujuan untuk dapat menyamakan kepentingan bersama dan mengurangi timbulnya permasalahan keagenan. Berdasarkan teori agensi, luasnya informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen menjadikan manajer lebih mengetahui arah dan laju pertumbuhan penjualan perusahaan. Melalui pertumbuhan penjualan manajer dapat memperkirakan besar kecilnya profit yang akan dihasilkan perusahaan pada masa mendatang. 
Apabila perusahaan mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang didapatkan perusahaan juga akan meningkat dan tentu besarnya pajak yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan sejalan dengan keuntungan tersebut. Oleh karena itu, dapat memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak agar mengurangi beban pajaknya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan karena dengan tingkat penjualan yang relatif besar maka memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula (Yohan & Pradipta, 2019).
Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin besar pula pendapatan atau laba yang didapatkan, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan juga meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah : 
H2 :	Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.8.3 [bookmark: _Toc101943078]Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak
Corporate social responsibility (CSR) merupakan suatu tindakan atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan secara sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Salah satu bentuk aktivitas CSR perusahaan secara tidak langsung kepada masyarakat adalah dengan membayar pajak kepada pemerintah, karena pada dasarnya pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga apabila perusahaan tersebut meminmalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan atau biasa disebut sebagai tindakan penghindaran pajak, maka perusahaan dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial (Banu & Fitriya, 2025).
Didukung oleh teori legitimasi, dimana teori tersebut mengatakan bahwa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang perusahaan sangat membutuhkan legitimasi positif dari para stakeholder. Salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah serta pandangan positif dari masyarakat adalah dengan melakukan tindakan CSR atau aktivitas tanggung jawab sosial, yang umumnya memenuhi tiga aspek yaitu keuntungan ekonomi, kemanusiaan serta lingkungan. 
Berdasarkan teori tersebut, untuk mendapatkan legitimasi positif dari para stakeholder perusahaan dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga semakin tinggi tanggung jawab sosial suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran perusahaan dalam tidak melakukan tindakan penghindaran pajak, karena tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan yang dianggap sebagai tindakan tidak bertanggung jawab secara sosial. 
Penelitian yang dilakukan oleh Fitri et al., (2019) menyatakan bahwa semakin besar kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin meningkat pula tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses). Maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan CSR guna untuk mengurangi penghasilan bruto karena kegiatan tersebut dibebankan sebagai biaya. 
Didukung oleh penelitian Sari (2012) dengan pemanfaatan implementasi CSR sebagai konsep dalam perencanaan meminimalisir pajak terutang pada BUMN, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pengurangan pajak terutang untuk koperasi memiliki peluang apabila secara rutin mengimplementasikan kegiatan CSR dari waktu ke waktu. Hal tersebut seakan membenarkan bahwa kegiatan CSR merupakan salah satu komponen biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan kewajiban perpajakan dan juga menjadi salah satu pilihan bagi perusahaan yang menargetkan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut : 
H3 :	Corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2.9 [bookmark: _Toc101943079]Model Penelitian 
[bookmark: _Toc101943080][bookmark: _Toc101942061]Berikut gambar kerangka konseptual daalam penelitian ini: rumusan masalah, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 
H1 (-)
Penghindaran Pajak (Y)
Corporate Social Responsibility (X3)
Pertumbuhan Penjualan (X2)
Kepemilikan Institusional  (X1)

H2 (+)

H3 (+)


Gambar 2.2 Model Penelitian
Sumber: Data diolah (2025)
[bookmark: _Toc101943081]
BAB III
[bookmark: _Toc101943082][bookmark: _Toc101942063][bookmark: _Toc100672905]METODE PENELITIAN
3.1 [bookmark: _Toc101943083]Definisi Operasional Variabel 
[bookmark: _Toc101942065][bookmark: _Toc101943084]Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan tiga variabel independen (bebas) yaitu kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka berikut adalah masing-masing definisi variabel yang terdapat dalam penelitian ini: 
3.1.1 [bookmark: _Toc101943085]Kepemilikan Institusional (X1)
[bookmark: _Toc101942067][bookmark: _Toc101943086]Kepemilikan Institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial (Masrullah dkk ,2018). Dalam penelitian ini kepemilikan institusional akan diukur dengan membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah saham yang beredar. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2017) kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc101943088].................................3.1
Keterangan : 
Jumlah Saham Institusional merupakan jumlah saham suatu Perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi.
Jumlah saham beredar merupakan total saham yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan dimiliki oleh investor, baik institusi maupun individu. 
3.1.2 [bookmark: _Toc101942070][bookmark: _Toc101943089]Pertumbuhan Penjualan (X2)
Pertumbuhan penjualan merupakan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Oleh karenanya perkembangan tersebut bisa meningkat atau menurun setiap tahunnya. Dalam penelitian ini pertumbuhan penjualan diukur dengan membandingkan penjualan pada tahun periode berjalan setelah dikurangi dengan penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Menurut Hidayat (2018) variabel pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 
...............................................................3.2
[bookmark: _Toc101943091]Keterangan : 
Pt merupakan Total penjualan periode sekarang 
Pt-1 merupakan Total penjualan periode yang lalu
3.1.3 Corporate Social Responsibility (X3)
CSR merupakan sejumalah aktivitas serta berbagai program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini variabel CSR diproksikan melalui rasio pengungkapan CSR atau CSR Disclosure Index. Pengungkapan CSR dinilai berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan sebuah organisasi internasional independen yang mengembangkan standar pelaporan keberlanjutan (Sustainability Report).
GRI standards merupakan standar internasional yang digunakan secara luas untuk pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan. Standar ini mengatur bagaimana organisasi melaporkan dampak ekonomis, lingkungan dan sosial mereka secara transparan dan akuntabel. GRI standards terakhir diperbarui secara besar pada tahun 2021, dengan pengelompokkan baru menjadi : GRI universal standards, GRI sector standards dan GRI topic standards. Pembaruan ini menggantikan GRI Standards 2016 dan membawa perubahan signifikan dalam cara organisasi melaporkan dampak keberlanjutan mereka (Meutia, 2020).
Terdapat 157 item indicator yang diungkapkan dalam GRI Standart. Penelitian ini menggunakan metode check list dengan aturan apabila aktivitas CSR perusahaan diungkapkan maka diberi nilai 1, namun jika aktivitas CSR perusahaan tidak diungkapkan maka akan diberi nilai 0 pada check list. Total check list kemudian dihitung untuk memperoleh jumlah aktivitas CSR yang diungkapkan perusahaan dan selanjutnya dibagi dengan total seluruh indikator GRI yang berjumlah 157 pengungkapan. Menurut Andhari dan Sukharta (2017) pengungkapan variabel CSR dapat diukur dengan rumus sebagai berikut : 
 x 100%........................................................................................................3.3
Keterangan :
CSRDi	 merupakan Indeks pengungkapan CSR pada perusahaan i
∑Xyi merupakan Jika item yi diungkapkan maka bernilai 1; 0 jika item yi tidak diungkapkan
n merupakan Jumlah seluruh item indicator pengungkapan CSR (n=157)
3.1.4 [bookmark: _Toc101943092]Penghindaran Pajak (Y) 
Dalam penelitian penghindaran pajak diukur rasio Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran tax avoidance. Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak di Indonesia sudah sering kali mengalami perubahan. Undang-undang yang mengatur mengenai perubahan tarif pajak badan antara lain UU No. 07 Tahun 2021 tentang hak cipta kerja: UU ini mengatur berbagai aspek terkait perpajakanm termasuk perubahan pada tariff pajak badan. Dalam perancangan UU ini terdapat penyesuaian tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% yang dimulai pada tahun pajak 2021. 
ETR digunakan untuk mengukur atas beban pajak perusahaan yang berdampak pada perubahan kebijakan perpajakan. Semakin tinggi nilai ETR dengan melebihi 22% (tariff pajak) maka tindakan penghindaran pajak semakin rendah dan begitupun sebaliknya, semakin rendah nilai ETR (<22%) maka diduga semakin tinggi penghindaran pajak. Menurut Suyanto & Supramono (2012) variabel ETR dapat dirumuskan sebagai berikut :
[bookmark: _Toc101943093]..............................................................................................3.4
Keterangan : 
ETR merupakan Effective Tax Rate
Beban pajak merupakan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau individu  atau individu kepada pemerintah atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu.
Laba sebelum pajak adalah hasil dari pendapatan perusahaan setelah dikurangi semua beban operasional, beban bunga dan beban lain. 
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
3.2.1 [bookmark: _Toc101943094]Populasi
[bookmark: _Toc101943095]Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan (go public) yang terdaftar pada BEI periode 2021-2023 yaitu sebanyak 14 perusahaan dengan mencantumkan laporan keuangan tahunan dan mengungkapkan kinerja sosialnya. 
3.2.2 [bookmark: _Toc101943096]Sampel 
[bookmark: _Toc101943097]Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017:85). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana pengambilan sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memperoleh informasi. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada tahun 2021-2023.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian atau menampilkan laba positif selama tahun 2021-2023 dan memiliki nilai ETR dibawah 22%. 
Tabel 3.1 Seleksi Pemilihan Sampel 
	No
	Kriteria Pemilihan Sample 
	Jumlah

	1
	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI serta mempublikasikan laporan keuangan tahunannya periode 2021-2023.
	44

	2
	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode pengamatan dan memiliki nilai ETR diatas 22%.
	(30)

	
	Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian
	14

	
	Total sampel penelitian 
	42


Sumber : Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 3.1 diatas diketahui jumlah populasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2023 adalah sebanyak 44 perusahaan. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diperoleh 42 sampel yang yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
3.3 [bookmark: _Toc101943098]Jenis dan Sumber Data 
3.3.1 [bookmark: _Toc101943099]Jenis Data
[bookmark: _Toc101943100]Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data-data penelitian dianalisis dengan menggunakan statistic dan penelitian yang berbentuk angka. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data eksternal perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3.3.2 [bookmark: _Toc101943101]Sumber Data 
[bookmark: _Toc101943102]Sumber data diperoleh dari angka-angka laporan keuangan tahunan atau  annual report  perusahaan pertambangan yang diterbitkan atau dipublikasikan secara resmi melalui website Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023 dan mengakses web-web resmi perusahaan.
3.4 [bookmark: _Toc101943103]Metode Pengumpulan Data
[bookmark: _Toc101943104]Metode pengumpulan sampel data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencatat, mencari, mengutip secara langsung data yang diperlukan dengan mengumpulkan seluruh data sekunder yang berasal dari website BEI atau dalam bentuk laporan keuangan tahunan yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, yaitu teknik dengan pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan dimana peneliti tidak melihat secara langsung dalam aktivitasnya, tetapi hanya sebagai pengamat.
3.5 [bookmark: _Toc101943105]Alat Analisis 
[bookmark: _Toc101943106]Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang diolah menggunakan software program Statistic Product and Service Solution (SPSS) versi 23. Sebelum variabel-variabel diolah menggunakan SPSS, dilakukan terlebih dahulu perhitungan data dengan menggunakan perhitungan matematis. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:
3.5.1 [bookmark: _Toc101943107]Analisis Statistik Deskriptif
[bookmark: _Toc101943108]Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif sangat penting bagi sampel data dikarenakan mampu menyajikan beberapa ukuran numerik dan menjelaskan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 
3.5.2 [bookmark: _Toc101943109]Uji Asumsi Klasik
[bookmark: _Toc101943110]Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji serta mengetahui layak atau tidak mengenai model regresi yang nantinya akan digunakan, memastikan data yang dihasilkan berdistribusi normal, terhindar dari autokorelasi dan tidak terjadi heteroskdastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak atau tidak  maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik dengan serangkaian pengujian yang terdiri atas: 
3.5.2.1 [bookmark: _Toc101943111]Uji Normalitas
Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam pengujian statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S), data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data variabel tidak berdistribusi normal. 
3.5.2.2 [bookmark: _Toc101943112]Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas merupakan prasyarat sebelum melakukan analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas (independen) pada model regresi (Ghozali, 2018).  Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui adanya multikolinearitas atau tidak dapat dilihat dari nilai dari VIF (Varian Influence Factor) dan toleransi variabel (tolerance of variable) yang saling berlawanan. Nilai toleransi variabel digunakan untuk mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan dengan variabel independen lain. Maka dari itu, nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah ( karena VIF = 1/toleransi). 
3.5.2.3 [bookmark: _Toc101943113]Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisiras adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varian dari residual berbeda maka disebut heteroskedastisitas dan jika varian dari residual tetap maka disebut homoskedastisitas (Ghozali, 2018). 
Jika scatterplot menunjukkan pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (misalnya, menyebar melebar atau menyempit), hal ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika titik-titik tersebar secara acak di sekitar sumbu nol, tanpa pola yang jelas, maka dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas
3.5.2.4 [bookmark: _Toc101943114]Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi dikatakan baik apabila bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (DW test). Ada atau tidaknya autokorelasi dalam pengambilan keputusan menggunakan kriteria DW dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Nilai D-W dibawah -2 artinya terdapat autokorelasi positif.
2. Nilai D-W diantara -2 sampai +2 artinya bebas autokorelasi.
3. Nilai D-W diatas +2 artinya terdapat autokorelasi negative. 
3.5.3 [bookmark: _Toc101943115]Uji Kelayakan Model (Uji F)
Uji kelayakan model adalah pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan. Model regresi yang layak adalah model regresi yang memiliki variabel bebas yang dapat memengaruhi variabel terikat dalam penelitian. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai Sig. F < 0,05 (kurang dari 0,05)  maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen begitupun sebaliknya (Ghozali, 2018).


3.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R²))
Pengujian koefisien determinasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen ketika hasil uji Sig.F dalam model analisis regresi menunjukkan nilai signifikan. Nilai determinasi terletak antara nol sampai dengan satu. Nilai koefisien determinasi (R) yang mendekati 0 (nol)  menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi (R) mendekati 1 (satu) maka menunjukkan bahwa variabel independen mempunyai kemampuan untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).
3.5.5 Analisis Regresi Linier Berganda
[bookmark: _Toc101943116]Penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen (bebas), maka pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda dengan program aplikasi SPSS. Regresi adalah model yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh hubungan lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linear berganda akan menguji seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak. Untuk menguji hipotesis, maka persmaaan regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
[bookmark: _Toc101943117] Y = α + β1.INST + β2.SG + β3.CSR + e..................................................................3.5
[bookmark: _Toc101943118]
Keterangan : 
[bookmark: _Toc101943119]Y merupakan Penghindaran Pajak
[bookmark: _Toc101943120]Α merupakan Konstanta
[bookmark: _Toc101943121]β1-3 merupakan Koefisien regresi variabel independen 
[bookmark: _Toc101943122]INST merupakan Kepemilikan Institusional
[bookmark: _Toc101943123]SG merupakan Sales Growth
[bookmark: _Toc101943124]CSR merupakan Corporate Social Responsibility
[bookmark: _Toc101943125]e merupakan Standar error
3.5.6 [bookmark: _Toc101943128]Uji Hipotesis (Uji t)
[bookmark: _Toc101943129]Uji statistik t adalah uji yang bertujuan untuk mengukur secara individu seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah apabila t hitung > t tabel atau tarif signifikansi < 0,05 maka secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kata lain hipotesis diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau tarif signifikansi > 0,05 maka secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang artinya hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). 



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023 dengan menggunakan data sekunder, berasal dari laporan tahunan (annual report)  yang dipublikasikan oleh perusahaan dan memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang berhubungan dalam penelitian ini. 
Tabel 4.1 Daftar Objek Penelitian
	No
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1
	ADRO
	Adaro Energy, Tbk

	2
	BSSR
	Baramulti Suksessarana, Tbk

	3
	BYAN
	Bayan Resources, Tbk

	4
	DSSA
	Dian Swastatika Sentosa, Tbk

	5
	GEMS
	Golden Energu Minus, Tbk

	6
	ITMG
	Indo Tambangraya Megah, Tbk

	7
	MYOH
	Samindo Resources, Tbk

	8
	TOBA
	Toba Bara Sejahtera, Tbk

	9
	ELSA
	Elnusa, Tbk

	10
	MBAP
	Mitrabara Adiperdana, Tbk

	11
	PTRO
	Petrosea, Tbk

	12
	HRUM
	Harum Energy, Tbk

	13
	INCO
	Vale Indonesia, Tbk

	14
	PTBA
	Bukit Asam, Tbk


Sumber: Data Diolah, 2025
Dari jumlah populasi sebanyak 44 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, terdapat 14 perusaahan yang memenuhi kriteria dengan kelengkapan data, didapatkan sampel akhir sebanyak 42 data. 


4.2 Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan suatu gambaran mengenai variabel-variabel data sampel penelitian yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maximum), nilai terendah (minimum) dan standar deviasai (standard deviation). Berikut hasil uji analisis deskriptif pada masing-masing variabel yang digunakan: 
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional
	42
	0.30
	0.95
	0.7136
	0.19183

	Pertumbuhan Penjualan
	42
	0.01
	37.59
	1.3605
	5.74535

	Corporate Social Responsibility
	42
	0.22
	0.59
	0.3643
	0.12000

	Penghindaran Pajak
	42
	0.02
	0.22
	0.1907
	0.04319

	Valid N (listwise)
	42
	
	
	
	


Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan pada tabel , hasil uji analisis deskriptif terhadap variabel Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak yang diolah menggunakan SPSS Versi 23 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 42 data yang akan dilakukan pengujian untuk tiap variabel. Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan data yang telah diolah sebagai berikut: 
1. Kepemilikan Institusional sebagai variabel independen (X1) mempunyai nilai terendah atau minimum sebesar 0,30 dan nilai maksimum sebesar 0,95. Angka Dengan nilai rata-rata pada kepemilikan institusional sebesar 0,7136 dengan nilai standar deviasai sebesar 0,19183.
2. Pertumbuhan Penjualan sebagai variabel independen (X2) memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 37,59. Dengan nilai rata-rata pertumbuhan penjualan sebesar 1,3605 dan nilai standar deviasi sebesar 5,74535.
3. Corporate Social Responsibility sebagai variabel independen (X3) memiliki nilai minimum sebesar 0,22 dan nilai maksimum sebesar 0,59. Dengan nilai rata-rata corporate social responsibility sebesar 0,3643 dan nilai standar deviasi sebesar 0.12000.
4. Penghindaran Pajak sebagai variabel terikat (Y) dengan proksi ETR memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dan nilai maksimum sebesar 0,22. Dengan nilai rata-rata penghindaran pajak sebesar 0,1907 dan nilai standar deviasi sebesar 0,04319.
4.3 Uji Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menganalisis dalam suatu regresi apakah data yang di gunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik apabila distribusi data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametic One Sample Kolmogorov Smirnov Test (K-SP). Model regresi dikatakan normal apabila nilai signifikansi > 0,05. 



Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	42

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	.04065314

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.163

	
	Positive
	.101

	
	Negative
	-.163

	Test Statistic
	.163

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.007c

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, Asypm. Sig menunjukkan nilai sebesar 0,007 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, maka dapat diartikan bahwa data sudah terdistribusi dengan normal dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian model regresi berganda. 
4.3.2 Uji Multikolonieritas 
Dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi dalam sebuah model regresi linear berganda antara variabel independen. Dalam model regresi gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF. Dinyatakan tidak terjadi gejala apabila nilai VIF menunjukkan nilai < 10 dan nilai tolerance > 0,10.  Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Kepemilikan Institusional
	0.910
	1.099

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.908
	1.102

	
	Corporate Social Responsibility
	0.830
	1.205








Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS Versi 23) 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa variabel kemepilikan institusional memiliki nilai toleranace 0,910>0,1 dan nilai VIF sebesar 1,099 < 10. Variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai tolerance 0,908>0,1 dan nilai VIF 1,102<10. Variabel CSR memiliki nilai tolerance 0,830>0,1 dan nilai VIF 1,205<10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. 
4.3.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dalam suatu model regresi dapat dilihat melalui pila gambar scatterplot yang ditunjukkan sebagai berikut. 
[image: ]
Gambar 5.1 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS Versi 23)
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yang artinya semua variabel bebas dari gelaja heterokedastisitas. Sehingga model regresi pada penelitian ini dapat digunakan untuk analisa selanjutnya. 
4.3.4 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi atau tidak dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 



Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.234a
	.055
	.030
	.04231
	1.863

	a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berdasarkan hasil tinjauan pada tabel diatas diperoleh nilai D-W sebesar 1,863 yang berarti berada diantara -2 sampai +2, jika nilai D-W mendekati 2, hal tersebut menunjukkan tidak ada autokorelasi. Maka dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi, sehingga analisis regresi berganda untuk uji hipotesis penelitian dapat dilanjutkan. 
4.4 Uji Kelayakan Model (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk menguji kelayakan model yang dilakukan untuk mengetahui ketetapan model penelitian yang digunakan telah layak atau tidak. Model regresi dinyatakan layak apabila nilai signifikansi uji F <0,05. 
Tabel 4.6 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.010
	3
	.003
	5.071
	.004b

	
	Residual
	.024
	38
	.001
	
	

	
	Total
	.034
	42
	
	
	

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

	b. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan


Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS Versi 23) 
Berdasarkan hasil tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,004 yang mana lebih kecil dari signifikansi 0,05. Dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan. 
4.5 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel terikat. Pengujian ini dilakukan agar dapat menunjukkan besarnya persentase yang diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase ditentukan berdasarkan dari nilai R Squere. 
Tabel 4.7 Hasil Uji Determinasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.234a
	.055
	.030
	.04231
	1.863

	a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak


Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R squere sebesar 0,55 atau 55%. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR) sebesar 55% sementara sisanya sebesar 45% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda merupakan suatu model untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat dalam hubungan linear. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan memnentukan apakah hipotesis yang dikemukakan akan diterima atau ditolak.
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0.096
	0.023
	
	4.136
	0.030

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.080
	0.022
	-0.538
	-3.740
	0.001

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.001
	0.001
	0.140
	0.974
	0.002

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.024
	0.036
	-0.100
	-0.666
	0.509


a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS 23)
Berdasarkan tabel diatas maka diperoeh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 
Y = 0,096 – 0,080KI – 0,001SG – 0,024CSR 
Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar 0,096, yang artinya jika seluruh variabel independen KI, SG, CSR bernilai 0 atau ditiadakan maka nilai ETR sebesar 0,096.
2. Nilai koefisien variabel kepemilikan institusional (X1) sebesar -0,080 bernilai negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,080 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap (tidak berubah).
3. Nilai koefisien pertumbuhan penjualan (X2) sebesar 0,001 bernilai, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan penjualan sebesar 1% maka akan menaikkan nilai ETR sebesar 0,001 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
4. Nilai koefisien corporate social responsibility (X3) sebesar -0,024 bernilai negative, hal tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan CSR sebesar 1% maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,024 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. 
4.7 Uji Hipotesis (Uji t)  
Uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. 
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t)
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0.096
	0.023
	
	4.136
	0.030

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.080
	0.022
	-0.538
	-3.740
	0.001

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.001
	0.001
	0.140
	0.974
	0.002

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.024
	0.036
	-0.100
	-0.666
	0.509


a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak
Sumber: Data diolah, 2025 (Hasil Output IBM SPSS 23) 
Berikut penjelasan terkait pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan tabel diatas:
1. Berdasarkan hasil uji t untuk Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai t hitung sebesar -3,740 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan tergadap penghindaran pajak. 
2. Berdasarkan hasil uji t variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki nilai t hitung sebesar 0,974 dan nilai signifikan sebesar 0,002. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. 
3. Berdasarkan hasil uji t variabel Corporate Social Responsibility memiliki nilai t hitung sebesar -0,666 dan nilai signifikan sebesar 0,509. Hasil tersebut menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
4.8 Pembahasan 
4.8.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 4.9 pengukuran variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan sebesar 0,001<0,05 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t pada variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien sebesar -3.740 yang berarti bahwa variabel ini memberikan pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis pertama diterima. 
Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan dan kinerja manajemen akan lebih meningkat. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional juga dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena institusi lebih mudah mengawasi kinerja manajerial (Sulistyowati & Nurul, 2020).
Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan, sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan, dapat mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak, terutama jika pertumbuhan tersebut berdampak pada peningkatan laba dan akibatnya, kewajiban pajak yang lebih tinggi. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana hubungan antara pemilik dan manajemen dapat mempengaruhi keputusan perusahaan terkait perpajakan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al., (2016) dimana kepemilikan institusional memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional sangat penting untuk pengawasan dan manajemen karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan operasi bisnis yang dioptimalkan. Ini karena investor institusional terlibat dalam keputusan strategis dan karena itu tidak mudah percaya pada manipulasi keuntungan. 
4.8.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan  terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif signifikan. Hasil uji t pada variabel pertumbuhan penjualan memiliki nilai signifikan 0,002<0,005 dan nilai t yang bernilai 0,974. Variabel ini memiliki arah positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menyebabkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin rendah nilai ETR dan semakin rendah pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi nilai ETR. Dikarenakan ETR berbanding terbalik dengan penghindaran pajak maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan penghindaran pajak, sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima.
Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling bahwa laju pertumbuhan dari perusahaan disebabkan oleh luasnya informasi yang dimiliki oleh manajer. Manajer dapat memperkirakan keuntungan yang didapatkan perusahaan pada masa mendatang dengan memperkirakan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan mengarah pada besarnya keuntungan yang didapatkan perusahaan sehingga besar pajak yang harus dibayarkan juga semakin besar. Berdasarkan teori agensi, agent akan berusaha dalam mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agent yang disebabkan dari meningkatnya pertumbuhan penjualan yang diikuti dengan tingginya laba yang dihasilkan sehingga menimbulkan beban pajak yang besar (Dewinta dan Setiawan, 2016).
Hal ini sejalan dengan peneitian Dewinta & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. 
4.8.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak 
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak. Berdasarkan hasil tabel 4.9 pengukuran variabel CSR memiliki nilai signifikan sebesar 0,509>0,05 yang menunjukkan bahwa CSR tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t pada variabel CSR memiliki koefisien sebesar -0,666 yang berarti bahwa variabel ini memberikan pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis ketiga ditolak. 
Hal ini bisa jadi disebabkan pada pengungkapan CSR dalam laporan tahunan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga pengungkapan CSR perusahaan dalam laporan tahunan tidak bisa dijadikan jaminan akan adanya tindakan penghindaran pajak. Selain itu, kemungkinan lain yang terjadi adalah indeks CSR bukanlah prediktor yang kuat mengenai apakah suatu perusahaan akan melalukan tindakan penghindaran pajak atau tidak. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pada pengungkapan CSR, yang lebih bersifat sebagai kewajiban yang cenderung lebih terikat dengan etika dan pertimbangan legalitas (Amalia, 2024).
 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan mebutuhkan legitimasi dari para stakeholder untuk keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Perusahaan sering kali melakukan kegiatan CSR untuk membangun atau menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap isu-isu lingkungan dan sosial, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat. Dengan demikian CSR dapat dijadikan alat bagi perusahaan untuk membangun citra yang positif, mendapatkan kepercayaan dan pada akhirnya mendapatkan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Meskipun CSR sering kali digunakan sebagai alat legitimasi, ada kemungkinan terjadi tidakselarasan, jika suatu perusahaan hanya melakukan CSR sebagai pencitraan tanpa komitmen nyata, hal ini justru dapat merusak legitimasi mereka di golongan masyarakat..
Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR yang berkaitan dengan dampak organisasi terhadap system alam baik yang hidup maupun tidak hidup, termasuk tanah, air, udara dan ekosistem tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Wahyudi (2015), yang menyatakan praktek pengungkapan CSR di Indonesia masih sangat rendah khususnya yang berkaitan dengan lingkungan. Di Indonesia sendiri pada awalnya pengungkapan CSR masih bersifat sukarela namun karena sekarang sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan menjadi sesuatu yang wajib bagi perusahaan. Perubahan tersebut menyebabkan tidak adanya perbedaan yang mencolok dalam pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan setiap tahunnya. 
Selain itu, dalam penelitian Zainuddin & Anfas (2021) menyatakan bahwa sebesar apapun biaya kegiatan CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010, besarnya nilai yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan infrastruktur sosial atau sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. 
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BAB V
PENUTUP
5.1 	KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah terjadinya praktik penghindaran pajak. Hipotesis pertama diterima. 
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023 . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan cenderung membuat perusahaan mendapat profit yang besar. Hal tersebut mendorong tindakan manajer dalam melakukan penghindaran pajak. Hipotesis kedua diterima.
3. Corporate social responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengungapan CSR dalam laporan tahunan belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan tinggi rendahnya tindakan agresivitas pajak. Hipotesis ketiga ditolak. 
5.2 	SARAN 
Berdasarkan hasil dari penelitian, kesimpulan dan saran diatas, terdapat beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut: 
1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan proksi lain selain ETR dalam pengukuran praktik penghindaran pajak, seperti Current ETR dimana pengukuran tersebut berdasarkan beban pajak kini perusahaan yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta dapat menambah atau mengganti variabel yang lain diluar dengan variabel penelitian ini.
2. Bagi perusahaan, disarankan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran pajak. 


60


DAFTAR PUSTAKA
Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8, 95–189.
Ariawan, I. M. A. R., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverge Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1831–1859.
Astari, N. P. N., Mendra, N. P. Y., & Adiyadnya, M. S. P. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. 1, 166–182.
Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). Manajemen Keuangan (Edisi 8). Erlangga.
Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011 – 2013. Journal Of Accounting, 2.
Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). Teori Akuntansi. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Chen, S., Chen, X., Shevlin, T., Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms ? Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? Research Collection School of Accountancy, 91(1), 41–61.
Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 9, 143–161.
Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. 2, 249–260.
Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(3), 1584–1615.
Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. Source: The Pacific Sociological Review, 18(1), 122–136.
Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. Accounting Review, 85(4), 1163–1189. https://doi.org/10.2308/accr.2010.85.4.1163
Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Undip.
Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 3(1), 19–26. https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82
Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. Journal of International Accounting Research, 90(4), 1395–1435. https://doi.org/10.2308/accr-50544
Jacob, F. O. F. (2014). An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance : A Critical Issue in Nigeria Economic Development. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(18), 22–27.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership, 3, 305–360. https://doi.org/10.2139/ssrn.94043
Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. Jurnal Ecopreneur, 4(1), 1–19.
Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy, 31(1), 86–108. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006
Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. Kompartemen, XV(1), 1–11.
Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(1), 127. https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289
Mangoting, Y. (1999). Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 1(1), 43–53. https://doi.org/10.9744/jak.1.1.pp.43-53
Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revi). Andi.
Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis, 5(1), 103–121. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645
Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 4(3), 445–452.
N.Anthony, R., & Govindarajan, V. (2011). Sistem Pengendalian Manajemen (Jilid 12). Karisma Publishing Group.
Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. Jurnal Akuntansi, 18(3), 408–421. https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273
Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 8(3), 1–11.
Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis (Edisi Revi). PT. Gramedia Pustaka Utama.
Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(3), 1625–1641.
Rahmawati, A., Endang, M. G. W., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap tax avoidance. Jurnal Perpajakan, 10(1), 274–282.
Suandy, E. (2016). Perencanaan Pajak (6th ed.). Penerbit Selemba Empat.
Swastha, B. D. (2012). Manajemen Penjualan (3rd ed.). BPFE.
zainuddin, & anfas. (2021). The Effect Of Profitability, Leverage, Institutional Ownership And Capital Intensity On Tax Avoidance In Indonesia Stock Exchange. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 3(2), 85–102.
LAMPIRAN
Lampiran 1. Daftar Objek Penelitian 
	No
	Kode Perusahaan
	Nama Perusahaan

	1
	ADRO
	Adaro Energy, Tbk

	2
	BSSR
	Baramulti Suksessarana, Tbk

	3
	BYAN
	Bayan Resources, Tbk

	4
	DSSA
	Dian Swastatika Sentosa, Tbk

	5
	GEMS
	Golden Energu Minus, Tbk

	6
	ITMG
	Indo Tambangraya Megah, Tbk

	7
	MYOH
	Samindo Resources, Tbk

	8
	TOBA
	Toba Bara Sejahtera, Tbk

	9
	ELSA
	Elnusa, Tbk

	10
	MBAP
	Mitrabara Adiperdana, Tbk

	11
	PTRO
	Petrosea, Tbk

	12
	HRUM
	Harum Energy, Tbk

	13
	INCO
	Vale Indonesia, Tbk

	14
	PTBA
	Bukit Asam, Tbk


Sumber : Data diolah, 2025


Lampiran 2. Hasil Perhitungan Variabel Penghindaran Pajak 
	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	TAX AVOIDANCE (Y)

	
	
	
	BEBAN PAJAK 
	LABA SBLM PAJAK 
	ETR

	1
	ADRO
	2021
	357,748
	2,586,251
	14%

	2
	ADRO
	2022
	1,235,096
	5,576,219
	22%

	3
	ADRO
	2023
	122,584,750
	563,427,891
	22%

	4
	BSSR
	2021
	59,044,129
	264,208,458
	22%

	5
	BSSR
	2022
	68,885,156
	308,781,175
	22%

	6
	BSSR
	2023
	58,320,495
	320,589,954
	18%

	7
	BYAN 
	2021
	361,616,399
	1,627,573,741
	22%

	8
	BYAN 
	2022
	643,704,514
	29,453,100,061
	2%

	9
	BYAN 
	2023
	353,387,654
	1,632,968,496
	22%

	10
	DSSA
	2021
	114,037,498
	578,375,031
	20%

	11
	DSSA
	2022
	302,184,619
	1,605,715,713
	19%

	12
	DSSA
	2023
	214,756,167
	1,181,069,686
	18%

	13
	GEMS 
	2021
	96,772,875
	469,840,755
	21%

	14
	GEMS 
	2022
	202,929,995
	998,692,704
	20%

	15
	GEMS 
	2023
	154,232,563
	882,980,975
	17%

	16
	ITMG
	2021
	145,699
	721,089
	20%

	17
	ITMG
	2022
	345,447
	1,544,792
	22%

	18
	ITMG
	2023
	144,492
	644,112
	22%

	19
	MYOH 
	2021
	7,640,166
	34,596,651
	22%

	20
	MYOH 
	2022
	4,596,609
	28,697,587
	16%

	21
	MYOH 
	2023
	4,104,587
	22,599,671
	18%

	22
	TOBA
	2021
	20,864,826
	96,472,233
	22%

	23
	TOBA
	2022
	20,800,288
	114,685,642
	18%

	24
	TOBA
	2023
	12,005,343
	53,851,613
	22%

	25
	ELSA
	2021
	84,868
	402,720
	21%

	26
	ELSA
	2022
	79,103
	457,161
	17%

	27
	ELSA
	2023
	12,196
	311,120
	4%

	28
	MBAP
	2021
	28,330,430
	128,896,908
	22%

	29
	MBAP
	2022
	51,263,459
	230,655,126
	22%

	30
	MBAP
	2023
	8,047,315
	40,734,242
	20%

	31
	PTRO
	2021
	7,381,000
	41,334,000
	18%

	32
	PTRO
	2022
	8,989,000
	50,155,000
	18%

	33
	PTRO
	2023
	3,609
	16,047
	22%

	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	TAX AVOIDANCE (Y)

	
	
	
	BEBAN PAJAK 
	LABA SBLM PAJAK 
	ETR

	34
	HRUM
	2021
	29,087,809
	227,541,480
	13%

	35
	HRUM
	2022
	97,775,087
	477,547,194
	20%

	36
	HRUM
	2023
	67,328,341
	363,000,453
	19%

	37
	INCO 
	2021
	54,848
	320,645
	17%

	38
	INCO 
	2022
	75,418
	375,819
	20%

	39
	INCO 
	2023
	78,189
	352,523
	22%

	40
	PTBA 
	2021
	2,321,787
	10,358,675
	22%

	41
	PTBA 
	2022
	3,422,887
	16,202,314
	21%

	42
	PTBA 
	2023
	1,861,792
	9,154,313
	20%


Sumber : Data diolah, 2025


Lampiran 3. Hasil Perhitungan Variabel Kepemilikan Institusional
	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X1)

	
	
	
	JMLH SHM INST 
	JMLH SHM BEREDAR 
	KI

	1
	ADRO
	2021
	14,045,425,500
	31,985,962,000
	44%

	2
	ADRO
	2022
	14,045,425,500
	31,985,962,000
	44%

	3
	ADRO
	2023
	14,045,425,500
	31,985,962,000
	44%

	4
	BSSR
	2021
	2,374,242,774
	2,616,500,000
	91%

	5
	BSSR
	2022
	2,374,242,774
	2,616,500,000
	91%

	6
	BSSR
	2023
	2,374,242,774
	2,616,500,000
	91%

	7
	BYAN 
	2021
	1,000,004,700
	3,333,333,500
	30%

	8
	BYAN 
	2022
	1,000,004,700
	3,333,333,500
	30%

	9
	BYAN 
	2023
	1,000,004,700
	3,333,333,500
	30%

	10
	DSSA
	2021
	461,522,320
	770,552,320
	60%

	11
	DSSA
	2022
	461,522,320
	770,552,320
	60%

	12
	DSSA
	2023
	461,522,320
	770,552,320
	60%

	13
	GEMS 
	2021
	5,441,176,615
	5,882,353,000
	93%

	14
	GEMS 
	2022
	5,559,841,015
	5,882,353,000
	95%

	15
	GEMS 
	2023
	5,559,841,015
	5,882,353,000
	95%

	16
	ITMG
	2021
	736,071,000
	1,129,925,000
	65%

	17
	ITMG
	2022
	736,071,000
	1,129,925,000
	65%

	18
	ITMG
	2023
	736,071,000
	1,129,925,000
	65%

	19
	MYOH 
	2021
	1,615,255,525
	2,206,312,500
	73%

	20
	MYOH 
	2022
	1,615,255,525
	2,206,312,500
	73%

	21
	MYOH 
	2023
	1,615,255,525
	2,206,312,500
	73%

	22
	TOBA
	2021
	7,442,703,400
	8,049,964,000
	92%

	23
	TOBA
	2022
	6,880,140,900
	8,068,271,058
	85%

	24
	TOBA
	2023
	6,880,140,900
	8,068,271,058
	85%

	25
	ELSA
	2021
	3,729,781,000
	7,298,500,000
	51%

	26
	ELSA
	2022
	3,729,781,000
	7,298,500,000
	51%

	27
	ELSA
	2023
	3,729,781,000
	7,298,500,000
	51%

	28
	MBAP
	2021
	1,104,544,752
	1,227,271,952
	90%

	29
	MBAP
	2022
	1,104,544,752
	1,227,271,952
	90%

	30
	MBAP
	2023
	1,104,544,752
	1,227,271,952
	90%

	31
	PTRO
	2021
	855,436,200
	1,008,605,000
	85%

	32
	PTRO
	2022
	905,705,657
	1,008,605,000
	90%

	33
	PTRO
	2023
	905,705,657
	1,008,605,000
	90%



	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (X1)

	
	
	
	JMLH SHM INST 
	JMLH SHM BEREDAR 
	KI

	34
	HRUM
	2021
	2,159,774,800
	2,703,620,000
	80%

	35
	HRUM
	2022
	10,798,874,000
	13,518,100,000
	80%

	36
	HRUM
	2023
	10,798,874,000
	13,518,100,000
	80%

	37
	INCO 
	2021
	7,885,973,360
	9,936,338,720
	79%

	38
	INCO 
	2022
	7,885,973,360
	9,936,338,720
	79%

	39
	INCO 
	2023
	7,885,973,360
	9,936,338,720
	79%

	40
	PTBA 
	2021
	7,595,650,695
	11,520,659,250
	66%

	41
	PTBA 
	2022
	7,595,650,695
	11,520,659,250
	66%

	42
	PTBA 
	2023
	7,595,650,695
	11,520,659,250
	66%


Sumber : Data diolah, 2025


Lampiran 4. Hasil Perhitungan Variabel Pertumbuhan Penjualan 
	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	PERTUMBUHAN PENJUALAN (X2)

	
	
	
	Pt
	Pt-1
	SG

	1
	ADRO
	2021
	3,992,718
	2,534,842
	58%

	2
	ADRO
	2022
	8,102,399
	3,992,718
	103%

	3
	ADRO
	2023
	9,961,921
	3,992,718
	150%

	4
	BSSR
	2021
	691,372,585
	331,463,965
	109%

	5
	BSSR
	2022
	1,029,015,864
	691,372,585
	49%

	6
	BSSR
	2023
	1,134,336,606
	1,029,015,864
	10%

	7
	BYAN 
	2021
	2,852,219,928
	1,395,113,268
	104%

	8
	BYAN 
	2022
	4,703,622,038
	2,852,219,928
	65%

	9
	BYAN 
	2023
	4,881,375,403
	4,703,622,038
	4%

	10
	DSSA
	2021
	2,164,946,288
	1,507,322,128
	44%

	11
	DSSA
	2022
	5,956,105,798
	2,164,946,288
	175%

	12
	DSSA
	2023
	6,014,659,972
	5,956,105,798
	1%

	13
	GEMS 
	2021
	1,585,953,591
	1,061,409,887
	49%

	14
	GEMS 
	2022
	2,919,964,403
	1,585,953,591
	84%

	15
	GEMS 
	2023
	2,991,836,296
	2,919,964,403
	2%

	16
	ITMG
	2021
	2,076,813
	1,185,336
	75%

	17
	ITMG
	2022
	3,636,213
	2,076,813
	75%

	18
	ITMG
	2023
	3,774,315
	3,636,213
	4%

	19
	MYOH 
	2021
	160,661,605
	133,471,808
	20%

	20
	MYOH 
	2022
	171,511,308
	160,661,605
	7%

	21
	MYOH 
	2023
	184,187,479
	171,511,308
	7%

	22
	TOBA
	2021
	462,666,313
	331,932,404
	39%

	23
	TOBA
	2022
	635,790,440
	462,666,313
	37%

	24
	TOBA
	2023
	641,262,751
	635,790,440
	1%

	25
	ELSA
	2021
	8,136,563
	7,726,945
	5%

	26
	ELSA
	2022
	12,305,690
	8,136,563
	51%

	27
	ELSA
	2023
	12,564,391
	12,305,690
	2%

	28
	MBAP
	2021
	309,840,126
	201,207,287
	54%

	29
	MBAP
	2022
	449,535,604
	309,840,126
	45%

	30
	MBAP
	2023
	524,087,006
	449,535,604
	17%

	31
	PTRO
	2021
	415,737,000
	340,688,000
	22%

	32
	PTRO
	2022
	476,317,000
	415,737,000
	15%

	33
	PTRO
	2023
	577,617,000
	476,317,000
	21%

	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	PERTUMBUHAN PENJUALAN (X2)

	
	
	
	Pt
	Pt-1
	SG

	34
	HRUM
	2021
	336,175,517
	157,819,047
	113%

	35
	HRUM
	2022
	904,437,795
	336,175,517
	169%

	36
	HRUM
	2023
	914,878,164
	904,437,795
	1%

	37
	INCO 
	2021
	953,174
	764,744
	25%

	38
	INCO 
	2022
	1,179,452
	953,174
	24%

	39
	INCO 
	2023
	1,232,263
	1,179,452
	4%

	40
	PTBA 
	2021
	29,261,468
	17,325,192
	69%

	41
	PTBA 
	2022
	42,648,590
	29,261,468
	46%

	42
	PTBA 
	2023
	1,645,636,804
	42,648,590
	3759%


Sumber : Data diolah, 2025


Lampiran 5. Hasil Perhitungan Variabel Pertumbuhan Penjualan 
	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	CSR (X3)

	
	
	
	Xyi
	n  (147)
	CSRDi

	1
	ADRO
	2021
	71
	147
	48%

	2
	ADRO
	2022
	74
	147
	50%

	3
	ADRO
	2023
	75
	147
	51%

	4
	BSSR
	2021
	33
	147
	22%

	5
	BSSR
	2022
	34
	147
	23%

	6
	BSSR
	2023
	33
	147
	22%

	7
	BYAN 
	2021
	65
	147
	44%

	8
	BYAN 
	2022
	59
	147
	40%

	9
	BYAN 
	2023
	59
	147
	40%

	10
	DSSA
	2021
	41
	147
	28%

	11
	DSSA
	2022
	59
	147
	40%

	12
	DSSA
	2023
	60
	147
	41%

	13
	GEMS 
	2021
	35
	147
	24%

	14
	GEMS 
	2022
	73
	147
	50%

	15
	GEMS 
	2023
	75
	147
	51%

	16
	ITMG
	2021
	59
	147
	40%

	17
	ITMG
	2022
	71
	147
	48%

	18
	ITMG
	2023
	74
	147
	50%

	19
	MYOH 
	2021
	36
	147
	24%

	20
	MYOH 
	2022
	37
	147
	25%

	21
	MYOH 
	2023
	38
	147
	26%

	22
	TOBA
	2021
	35
	147
	24%

	23
	TOBA
	2022
	47
	147
	32%

	24
	TOBA
	2023
	48
	147
	33%

	25
	ELSA
	2021
	37
	147
	25%

	26
	ELSA
	2022
	41
	147
	28%

	27
	ELSA
	2023
	37
	147
	25%

	28
	MBAP
	2021
	32
	147
	22%

	29
	MBAP
	2022
	35
	147
	24%

	30
	MBAP
	2023
	35
	147
	24%

	31
	PTRO
	2021
	57
	147
	39%

	32
	PTRO
	2022
	62
	147
	42%

	33
	PTRO
	2023
	63
	147
	43%

	NO
	KODE PERUSAHAAN
	TAHUN 
	CSR (X3)

	
	
	
	Xyi
	n  (147)
	CSRDi

	34
	HRUM
	2021
	34
	147
	23%

	35
	HRUM
	2022
	36
	147
	24%

	36
	HRUM
	2023
	34
	147
	23%

	37
	INCO 
	2021
	84
	147
	57%

	38
	INCO 
	2022
	69
	147
	47%

	39
	INCO 
	2023
	73
	147
	50%

	40
	PTBA 
	2021
	62
	147
	42%

	41
	PTBA 
	2022
	84
	147
	57%

	42
	PTBA 
	2023
	87
	147
	59%


Sumber : Data diolah, 2025


Lampiran 6. Hasil Output SPSS
Statistik Deskriptif
	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional
	42
	0.30
	0.95
	0.7136
	0.19183

	Pertumbuhan Penjualan
	42
	0.01
	37.59
	1.3605
	5.74535

	Corporate Social Responsibility
	42
	0.22
	0.59
	0.3643
	0.12000

	Penghindaran Pajak
	42
	0.02
	0.22
	0.1907
	0.04319

	Valid N (listwise)
	42
	
	
	
	



Uji Normalitas 
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	42

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	.04065314

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.163

	
	Positive
	.101

	
	Negative
	-.163

	Test Statistic
	.163

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.007c

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.


Uji Multikolonearitas 
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	
	

	
	Kepemilikan Institusional
	0.910
	1.099

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.908
	1.102

	
	Corporate Social Responsibility
	0.830
	1.205











Uji Heterokedastisitas
[image: ]
Uji Autokorelasi 
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.010
	3
	.003
	5.071
	.004b

	
	Residual
	.024
	38
	.001
	
	

	
	Total
	.034
	42
	
	
	

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

	b. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan



Uji Kelayakan Model (Uji F)
	ANOVAa

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.010
	3
	.003
	5.071
	.004b

	
	Residual
	.024
	38
	.001
	
	

	
	Total
	.034
	42
	
	
	

	a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

	b. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan


Uji Koefisien Determinasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.234a
	.055
	.030
	.04231
	1.863

	a. Predictors: (Constant), Corporate Social Responsibility , Kepemilikan Institusional , Pertumbuhan Penjualan

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak



Uji Analisis Regresi Linear Berganda
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0.096
	0.023
	
	4.136
	0.030

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.080
	0.022
	-0.538
	-3.740
	0.001

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.001
	0.001
	0.140
	0.974
	0.002

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.024
	0.036
	-0.100
	-0.666
	0.509



Uji Hipotesisi (Uji t)
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	0.096
	0.023
	
	4.136
	0.030

	
	Kepemilikan Institusional
	-0.080
	0.022
	-0.538
	-3.740
	0.001

	
	Pertumbuhan Penjualan
	0.001
	0.001
	0.140
	0.974
	0.002

	
	Corporate Social Responsibility
	-0.024
	0.036
	-0.100
	-0.666
	0.509
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